
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR缶y TAHUN 2O20

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa anak adalah baglan )′ang tidak terpisahkan dari

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

sebuah bangsa dan Negara, Setiap anak perlu mendapat

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optlma臆1, baik fisik, mental maupun

sosial・ Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk

mewujudkan kes匂ahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa perlakuan

diskhminasi ;

b. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak di

ProvinsI Nusa Tenggara. Barat dengan kebijakan, PrOgram

dan kegiatan untuk menja皿in terpenuhi hak anak, agar

anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartlSipasi

secara op亡imal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, Serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, meruPakan urusan wajib pemerintahan

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga王mana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan

Gubemur tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan

Mengingat ‥ 1・ E霊宝nbae‡蒜。raf4Tln岩nI言霊#慧

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Tlmur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958　Nomor　=5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2002　tentang

perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2002　Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah



Perubahan atas Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2014　Nomo「 297, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor ll Tahun　2009　tentang

Kes匂ah亡eraan Sosial (Lembaran Negara Repbulik Indonesia

Tahun　200g Nomor 12, Ta-mbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

4.　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Jndonesia　5587), Sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor　9

Tahun　2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015　Nomor　58, Tambahan Lembaran Negara Republik

丁ndonesia Nomor 5679);

5.　Peraturan Pemerintah Nomor　39　Tahun　2012　tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2012　Nomor　68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6.　Peraturan Daerah Nomor　8　Tahun　2O15　tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2O 15
Nomor　8,　Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Nomor l 19);

7.　Peraturan Dae「ah Nomor　4　Tahun　2018　tentang

Penyelenggara-an Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Bara-t Tahun 20 18

Nomor　4,　Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ‥　PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubemur mi yang dimaksud dengan :

1. Daerah adala.h Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Pememtah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang meJljadi kewenangan daerall OtOnOm.

3. Gubemur ada.lah Gubemur Nusa Tenggara Barat・

4. Dinas a_dalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang terkait dengan perlmdungan anak・



adalah Perangkat Daerah

dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait

dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi

peserta kesepakatan penyediaa・n layanan secara Integratif dalam

koordinasi Tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Provinsi Nusa Tenggara Barat・

6. Lembaga lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut

berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak

Integratif dl Provinsi Nusa Tenggara Barat, SePerti perusahaan

SWaSta, Organisa.si masyarakat, 1embaga swadaya masyarakat,

dan lain-1ain.

7. Anak adala.h seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termaSuk anak yang masih dalam kandungan・

8. Perlindungan anak adalah segala kegia.tan mer可amin dan

melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan,

1ingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan

kesejahteraan, Pendidikan, Pemafaatan waktu luang dan kegiatan

Seni budaya serta perlindungan khusus.

9. Kes匂ahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan ma.terial, SPiritual, dan sosial anak agar dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri, Sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya

lO. Fungsi sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam

melaksanakan tugas-tuga.S kehidupan, memenuhl kebutuhan dan

mengatasi masalah.

11. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan menangam nSiko dari guncangan 〔lan kerentana」n

sosial bagi anak serta me叫amin hak-hak anak dalam segala usia・

Pasa12

Phnsip dasar penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak adala・h:

a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti,

dlikuti, dllaksanakan , diukur dan dija.ngkau dengan prosedur yang

jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;

b. konsisten, yaitu terkait penyusuna・n dan penerapan dengan

memperhatikan ketetapan dalam mentaad waktu, P「OSedur dan

PerSyaratan ;

c. partisipatif, yaltu Pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan

pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan plhak terkalt;

d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam starldar pelayanan

harus dapat dilaksanakan dan dipertanggun由awabkan ;

e. berkesinambungan, yaitu pelaksana-an Pelayanan harus dapat

berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan

peningkatan kualitas pelayanan ;

f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan

diketahui oleh seluruh masyarakat;

g. keadilan, yaitu pelaksanaan∴Pelayanan harus menjamin bahwa

pelayanan yang diberikan dapat me車angkau semua masyarakat



yang berbeda. status ekonomi言arak lokasi geografis dan perbedaan

kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;

h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian

layanan mempertimbangkan kepentingan terbalk bagi anak; dan

i. rahasia, yaitu meruamin kerahasiaan identitas dan privasi

Penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasa13

Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk‥

a. memberi pedoman kepada pemerintah kabupaten/kota dalam

PerenCanaan keb主jakan dan strategi perlindungan anak;

b. memperkuat lingkungan protekt]f bagl anak dari segala bentuk

kekerasan, eksploitasi, Perlakuan salah dan penelantaran;

C. menCegah teIjadinya pela・nggara・n hak anak;

d. meningkatkan pemberdayaan terhadap anak;

e. meningkatkan peran lembaga pemenntah, badan usaha, media

dan/atau LSM dI daerah; dan

f. meningkatkan fungsi forum koordinasi sebagal Wadah yang efektif

dan efisien dalam perlindungan anak・

BABII

PER巴NCANAAN

Pasa14

(1) Gubemur mengmtegraSlkan kebijakan program, dan kegiatan
Sistem perlmdungan anak ke dalam perencanaan pembangunan

daerah.

(2) Pengintegrasian ke勘akan, PrOgram, dan kegiatan perlindungan

anak sebagaimana di ma.ksud pada ayat (1らdi tuangkan ke dalam

rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD,

rencana strategis satuan ke宣ja perangkat daerah (Renstra-

Perangkat Daerah), renCana keI]a Pembangunan daerah (RKPD),

dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak・

(3) Perangkat Daerah/umt ke裏ja terkait dengan sistem perlindungan

anak mengintegrasikan keb担kan, PrOgram, dan kegiatan

pembangunan pelindungan anak ke dalam dokumen perencanaan

dan anggaran sebagaimana dl maksud pada ayat (2主

(4) Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memperhatikan skala prioritas dah tahapan perlindungan anak・

(5) Pelaksanaan keb担kan, PrOgram, dan kegiatan perlindungan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Wakil

Gubemur.



BABIII

PENYELENGGARAAN

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Baglan Kesatu

Ruang Llngkup

Pasa15

Rua.ng lingkup Penyelenggaraan SIStem Perlindungan Anak meliputi

aspek:

a. pemenuhan kesejahteraan sosla] bagi anak dan keluarga;

b. dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak;

C. Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak; dan

d. pengelolaan data dan informasL

Baglan Kedua

Pemenuhan Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga

Pasa16

( 1) Dalam rangka me正ngkatkan kesqahteraan dan perlmdungan anak

Serta kapasitas keluarga dalam menjalankan ta.nggungjawabnya

dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga

terhadap semua bentuk keke「asaan, Perlakuan salah, eksploitasi

dan penelantaran ,

(2) Pemenuhan kesejahteraan soslal anak dan keluarga sebagalmana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam rangka:

a. pencegahan kerentanan;

b, Pengurangan reSlko kerentanan; dan

C. Penanganan korban

Pasa17

(1) Pencegahan kerentanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial anak dan keluarganya dilakukan secara komprehensif,

terpadu, da.n menyeluruh・

(2) Penyelenggaraan pencegahan kerentanan sebagaimana dimaksud

Pa.da ayat (1) melalui :

a・ Peningkatan pemahaman hak anak dan perlindungan anak

kepada masyarakat dan ana・k-anak;

b・ PrOmOSi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;

c. peningkatan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman

keras, Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, Seks bebas

dan HIV/AIDS kepada keluarga, maSyarakat dan anak-anak;

d. peningkatan kapasitas terltang Perlindungan anak bagi

masvarakat dan anak-anak;



e. peningkatan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan

anak ten亡ang perlindunga_n anak dan ketrampilan pengasuhan

anak;

f. peningkatan kapasltaS Semua la)′anan Perlindungan anak:

g. jaminan kelangsungan pendldikan sesuai dengan program

Wajib belajar;

h. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;

i. jaminan mendapatkan pelaya_na_n kesehatan standar;

j. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sqjak dalam

kandungan;

k. pemenuhan kebutuhan anak sesual dengan usia anak’dan

l. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis

bagi anak usia remaja・

Pasa18

( 1) Pengurangan resiko kerentanan sebaga・1 akibat tidak terpenuhinya

kesejahteraan sosial anak dan kelua.rganya dilakukan secara

komprehensif, terPadu, dan menyeluruh・

(2) Pengurangan resiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada- ayat

(1) dila.kukan melalui :

a. peningkatan pemahaman tentang kelompok anak beresiko dan

dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak;

b. identifikasi terhadap da_erah-daerah rawan bencana alam,

bencana non alam dan bencana sosial;

c. deteksi dini dan pe可angkauan secara aktif terhadap keluarga

yang beresiko;

d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal

dah kelua・rga beresiko atau anak beresiko;

e. menyelenggarakan pemenuhan hak anak secara komprehensif

untuk memberikan perlindungan terhadap anak beresiko.

f. jaminan kela.ngsungan pendidikan bagi anak beresiko sesuai

dengan program wajib belajar;

g. peningkatan kapasltaS dan/atau kualitas layanan

kesejahteraan anak dan keluarga, ]embaga pengasuhan anak,

anak penyandang dlSab誼taS dan anak rentan laimya;

h・ Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat,

kelua・rga dan anak mengenai perlindungan anak;

i. pelaksanaan keb垂kan perlindungan ana-k dalam sltuaSl

darurat/ bencana/ pengungsi ;

j. peningkatan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap

perlindungan anak dan partlSipasi anak;

k. mediasi dan konseling bagl keluarga beresiko;

1・ layanan dan fas皿asi dukungan bagi keluarga beresiko;

m. jaminan kes匂ahteraan bagi anak dan keluarga beresiko;

n. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan

pengasuhan altema揖



o. penghapusan stigma negatif bagi anak yang berhadapan

dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak korban

tra鮒cking dan anak penyandang disabilita・S; dan

P. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.

Pasa19

(1) Penanganan korban perlakuan salah, Penelantaran, ekspIoltaSi,

diskriminasi dan kekerasan sebagaimar]a dまmaksud dalam Pasa1 6

a.yat (2) huruf c dilakukan secara komprehensif, terPadu, dan

menyeluruh.

(2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan hak anak yang me可adi korban;

b. 1ayanan pena皿ganan ka_SuS melalui pusat pelayanan terpadu

atau lembaga penvelenggara layanan kasus anak lainnya dan

layanan rujuka・n;

c. rehabilitasi,　reintegrasl soSial,　reunifikasi keluarga

berdasarkan kepentingan terbaik anak;

d. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan

dengan hukum, anak korban kekerasan, ekspIoitasi,

tra能cking, bencana aJam, bencana non alam dan bencana

sosial berdasarkan jenis dan je可angnya;

e. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan

kasus anak;

f. pemberian layanan dukungan keluarga;

g・ membangun cara pandang yang positlf atau berpihak pada

korban di lingkungan masyarakat dan a・nak-anak;

h. penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagl

korban;

l. jaminan kes匂ahteraan bagl korban dan keluarganya;

j. melaksanakan layanan rehabilitatif bagi korban dan

melakukan upaya reintegratif; dan

k. penyediaan unit layanan khusus・

Baglan Ketiga

Dukungan Intervensl dan Fasilitasi Peradilan Anak

(1) Fasilitasi dalam proses peradilan anak meliputl Peradilan bidang

pidana, Perdata, tata uSaha negara temasuk peradilan adat.

(2) FasilltaSi dalam proses peT‘adilan amk dalam bentuk :

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusla Pelaksana

penyelenggara perlindungan anak;

b. koordinasi dengan aparat penegak hukum,

c. penyedia dan pemberi layanan bantuan hukum dan

psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan

diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

d. fasilitasi upaya non penahanan dan pencabutan kebebasan

sebagai upaya terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum

melalui penyediaan rumah aman dan shelter’ Pe]ayanan



rehabilltaSl dan mempersia臆Pkan altematlVe terbaik bagi anak

PaSCa Pelaksanaan hukuman;

e. mengembangkan mekanisme diversi bagi anak berhadapan

dengan hukum yang menerapkan keadilan restorasi pada

Otoritas lembaga dan masyarakat; dan

f. pemenuhan hak anak dalam proses peradilan dilakukan

melalui penyediaan dan pemberian layanan konsultasi,

mediasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

Bagian Keempat

Perubahan perilaku sosial yang berpihak pada ana瓦

Pasa111

(1) Perubahan perilaku sosia・l dilakukan dengan t山uan untuk

mengubah cara berplkjr, bersikap dan bertindak setlaP individu,

keluarga, maSyarakat, lembaga Pemerintah dan non Pemerintah

untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan pola

PengaSuhan da臆n Pendldikan yang melindungi anak.

(2) Dinas menyelenggarakan perubahan pehlaku soslal sebagaimana
dimaksud pada ayat用melalul SOSialisasi, Pembuatan kebむakan,

Pengembangan media, Pendldlkan keluarga dan masyarakat・

(3) Penyelenggaraan perubahan perllaku sosial sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua

anak, terutama yang menjadi korban, Pelaku dan/atau saksi

tindak pldana anak, termaSuk anak yang terpapaT‘ kejadian tindak

kekerasan, ekspIoitasi, Penelan亡aran dan perlakuan salah.

聞　Perubahan perllaku sebagaimana臆dimaksud pada ayat (1) tersebut

meliputi kegiatan

a. peningkatan dan penguatan partisipasi dan ketjasama dengan

anak, kelompok anak, Orang PerOra.nga.n, dan/atau organisasi,

yang berasal dari pemerintah dan bukan pemerintah;

b・ Perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak yang mengalami

kekerasan, Penelantaran, Perlakuan salah, dan ekspIoitasi;

c. pemberdayaan ekonoml dan perbaikan pola pengasuhan bagl

anak da・n keluarganya yang termasuk kelompok beresiko’

rentan dan/atau potensial rentan, termaSuk anak yang

me可adi korban, Pelaku, dan/atau saksi tir]dak pidana anak,

serta anak yang terpapar k句adian tindak pidana, kekerasan,

penelantaran, Perlakua・n Sala-h dan eksploitasi; dan

d・ PenCegahan, Pengurangan reSiko dan penanganan kasus

secara komprehensif, menyeluruh dan terpadu bagi ana・k dan

keluarganya yang menJadl korban, Saksらdan/atau pelaku

tindak pidana anak, dan/atau temasuk yang terpapar tindak

kekerasan, Penelantaran, Perlakua.n salah dan ekspIoitasi.

Bagian Kelima

Pengelola・an Data dan Informasi

(1) Dinas menyusun data dan infomasi mengenai perlindungan dan

pemenuhan hak anak・



(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. data anak secara keseluruhan;

b. data pelaksana臆an Perlindungan dan pemenuhan hak anak;

dan

C. data tentang anak dan keluarganya yang tergoIong dalam

kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan

termasuk anak yang terpapar kekerasan, ekspIoltaSi,

Perlakuan salah, Penelantaran dan/atau tindak pidana.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

djperlukan untuk“

a. menentukan bentuk lntervenSI Pnmer, Sekunder, dan tersiel-

yang akan dilakukan ;

b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan

kecende「lmgan , PermaSalahan perlindungan anak;

C. PerenCanaan kebむakan dan program perlindungan anak,

d. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak;

dan

e. momtOring dan evaluasi penyelenggaraan program

Perlindungan anak・

(4) Pengolaha.n data dan informasl dalam penyelenggaraan sIStem

perlindungan anak secara tekmS dikoordinasikan oleh Dinas

P3AP2KB.

BABIV

KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Sistem Perlmdungan Anak Integratif

dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan instansi vertikal

yang dikoordmaSikan oleh DlnaS P3AP2KB

(2) Untuk melaksana・kan Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum

Koordinasi Perlindungan Anak.

(3) Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga Jejaring・

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari: Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DPM-PD Dukcapil

sebagai perangka・t daerah utama didukung oleh Perangkat Daerah

yang lain yang terkait.

(5) Lembaga J匂aring sebagaimana dmaksud pada ayat (3) adalah

lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melaka・ukan

kegiatan pemenuhan pelayanan kes♀iahteraan sosial anak dan

Perlindungan anak.

(6) Pembentukan F‘orum KoordinasI Sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.



Pasal 14

Forum Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 bertugas:

a・ menyelaraskan program kerja antar perangkat daerah,

b・ memba・ngun dan menjalankan komunikasi dan koordmaSl jqjaring

lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayana.n

terka_it kesejahteraan soslal anak,

C mengidentifikasi dan memberikan layanan penga-duan bagi anak

yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan,

Perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi -anak

yang berada dalam situasi sebagai pelaku,

d. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasl layanan

jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus

kekerasan, Perlakuan salah, ekspIoltaSl dan penelantaran untuk

memastikan la)′anan d事alankan secara menyeluruh, terkoordinasi

dan professional;

e menciptakan kemtegratifan dalam pencatatan da・n Pengelolaan

data. kesejahteraan sosial anak; dan

f. melakukan pengka_jian, advokasi dan pengembangan ke工jasama

untuk penguatan kapasltaS Sistem kes匂ahteraan sosial anak.

Pasa115

Susunan keanggotaan Forum koordinasi Perlindungan Anak

sebagalmana dlmaksud pada ayat用terdiri dan:

a. Koordinator data dan informasi;

b. Koordinator Program; dan

C. Koordinator Layanan.

Pasa1 16

(1) Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 15 ayat (2〉 huruf a adalah Dinas P3AP2KB・

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Koordinator Data dan

Informasi melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Pa.sal 17

(1) Koordinator Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf b adalah Dinas P3AP2KB・

(2) KoordmatOr Program melakukan koordinasi dengan dinas terkait

untuk melakukan peren。anaan program penyelenggaraan sistem

perlindungan anak dan melakukan sinergitas pelaksanaan

penyelenggaraan sistem perlmdungan anak・

(1) KoordlnatOrしayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa=5 ayat

(2) hurufc adalah Dinas SosiaL

(2) Koordinator Layanan melakukan koordinasi dengan dinas terkait

dan lembaga 」Qjaring untuk memberlkan layanan yang terintegrasi

dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak・



¥5)　しayanan yang tenntegraSI SeDagalmana CllmaKSua PaCla ayat (∠)

dilakukan melalul Pusat Kese」ahteraan Sosial Anak Integra.tif.

BAB V

MONITORING, EVAしUASI DAN PELAPORAN

Pasal19

( 1) Monitoring penyelenggaraan SIStem Perlindungan Anak dilakukan
untuk memantau capaian pelaksanaan Sistem Perlmdungan

Anak.

(2) Forum Koordinasi Program melaksanakan monitoring terhadap

Penyelenggaraan SIStem Perlindungan Anak.

(3) Monitoring penyelenggaraan sistem perlindungan anak
dilaksanakan melalui rapat Forum koordinasi Program Sistem

Perlindu ngan anak・

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan
minima1 2 (dua) kali dalam setahun・

Pasa120

(1) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak dilakukan

untuk menilai hasil capaian serta efektifitas penyelenggaraan

Sistem perlindungan anak・

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
minimal l (satu) kali dalam setahun melalui Rapat Forum

Koordinasi.

Pasa121

(1) Masing-maSing Koordinator Forum Koordinasi menya・mPaikan

laporan perkembangan dan capaian penyelenggaraan Sistem

Perlindungan Anak kepada Gし1bemur・

(2) Pelaporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) paling sediki=
(Satu) kali dalam setahun■

BAB VI

PARTISIPASI

Bagian Per申ma

PartisIPaSi Masyarakat

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak.

(2) Peran serta masyaT`akat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan da.lam bentuk:

a. membantu Pemerintah Daerah dala-m bentuk pengawasan

perlindungan terhadap penyelenggaraan dan anak;

b, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila

mengetahui dan anak yang mengalami kekerasan; dan

c. berpartisipasi dalam proses pencegahan, Pemulihan,

rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaaLn korban・



Bagian Kedua

Partisipasi Anak

Pasa123

(1) Setia・P anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide,

gagasan dan lain lain serta terlibat dalam proses pengambilan

keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara

langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan

PerSetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran

dan pemahaman, SeSuai dengan usia dan tingkat kematangan

berpikir.

(2) Pardsipasi anak sebaga上mana dimaksud pada aya_t (1) dapat

dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten/kota dan provmSi.

(3) Forum anak sebagaimana djmaksud pada ayat (2) merupakan

representasi anak, baik representasi domislli geografis anak,

kelompok sosial budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan

latar belakang pendidlkan anak・

(4) Pembentukan Forum anak sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

difasilita sI Ole h P巳merin tah Daerah dan Pe me hn tah

Kabupaten/Kota sampal Pemermtah tingkat desa.

(5) Pembentukan Forum ana臆k seba臆gaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Penyampaian suara a・nak kepa・da pemerintah daerah sesuai

aspirasi dan pemlkiran anak anak atas dasar kepentingan terbalk

untuk anak

(7) Forum anak membuat pI-Ogram keIja tahunan yang difasilitasi

Oleh dinas yang membidangi perempuan dan anak

Pasa124

(1) Dalam setlap penyusunan kebijakan yang terkait dengarl anak,
Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasI

Pendapat a臆nak yang dlSamPalkan melalui Forum anak

(2) Pemerinta・h Daerah mengikutsertakan perwakilan Forum Anak

dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah・

BAB V丁I

PENGANGGARAN

Pasa125

(1) Penganggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak

bersumber dari :

a. APBD; dan

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak menglkat.

(2) Pengangga_ran Sistem pelindungan anak yang bersumber dari
APBD dialokasikan pada Perangkat Daerah/Satuan Ke寄a yang

menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan anak sesuai

tugas dan fungsi masing-maSing・



BAB VHI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa126

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setlaP Orang mengetahujnya, memehntahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dala.m Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Baraふt

Dite†apkan di Mataram

Pada tangga1 9 NOvE#・恒　_克O

砂肝
Diundangkan di Mataram

Padatangga1 9　NCh伯母.′　雄,′,
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